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ARTICLE INFO ABSTRACT

E-SPT application or referred to as electronic SPT is an application made by the
Directorate General of Taxes, Ministry of Finance to be used by taxpayers for
convenience in submitting SPT. The purpose of this study was to determine and
analyze the implementation of the Annual Tax Reporting Policy for Individual
Employee Taxpayers Using E-SPT in an Effort to Improve Taxpayer Compliance at
South Cikarang Small Tax Office. This study uses a descriptive qualitative research
method. Research data collection is by Observation, Interview and Documentation.
The location in this study is the South Cikarang Primary Tax Service Office. The
results of this study are the implementation of the Annual Tax Reporting Policy of
Individual Employee Taxpayers Using E-SPT in an Effort to Increase Taxpayer
Compliance at the South Cikarang Small Tax Office in 2019-2020 has not been
going well as evidenced by the low ratio of taxpayer compliance in reporting The
SPT is 61% in 2019 and 88% in 2020. In addition, one of the indicators in the
implementation dimension is not fulfilled, namely the number of taxpayers who do
not understand their tax obligations. In this study, it is known that there are several
obstacles that affect the process of implementing the E-SPT, namely the lack of
knowledge of taxpayers, lack of socialization of the E-SPT, errors in filling out the
form and instability of the E-SPT application server, ignorance of the processes and
procedures in the use of this E-SPT
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PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib atau iuran yang harus dibayar oleh warga negara yang timbal baliknya
tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak tetapi untuk digunakan sebagai kepentingan bersama
atau umum. Saat ini pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara. Hal ini dikarenakan pajak
merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penggunaannya untuk kepentingan pembangunan
negara, baik pembangunan daerah maupun pembangunan pusat. Bagi rakyat sebagai wajib pajak, pajak
merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan
pembangunan nasional.

Surat Pemberitahuan atau SPT adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. E-SPT merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan oleh
Wajib Pajak untuk mempermudah penyampaian dan pelaporan SPT. Penerapan E-SPT diawali dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No.
7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (E-SPT). Penyampaian SPT secara
elektronik merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan pelayanan
bagi wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.
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Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Cikarang Selatan Tahun 2019 — 2020

Tahun 2019 2020
Badan 7.844 7.907

OP Non Karyawan 5.573 5.440
OP Karyawan 78.468 54.557
Total WP OP 91.885 67.904

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan (Diolah oleh Penulis) 2022.

Data Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan Tahun 2019 kategori
Wiajib Pajak Badan sebesar 7.844, Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan sebesar 5.573, dan Wajib Pajak
Orang Pribadi Karyawan sebesar 78.468, dengan total keseluruhan 91.885, dan pada Tahun 2020 kategori Wajib
Pajak Badan sebesar 7.907, Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan sebesar 5.440, dan Wajib Pajak Orang
Pribadi Karyawan sebesar 54.557 dengan total keseluruhan 67.904.

Fenomena masalah ini terkait dengan penggunaan system E-SPT yang diharapkan dapat mempermudah
pelaporan pajak supaya berjalan dengan lancar. Hal tersebut dikarenakan pada prakteknya kegiatan sosialisasi
penggunaan E-SPT tidak berjalan dengan baik dibeberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan masih banyaknya
wajib pajak yang belum mengetahui proses dan tata cara pembayaran SPT terbaru yaitu dengan mewajibkan
penggunaan elektronik SPT (e-SPT) dalam setiap pembayaran dan pelaporan pajak, masih banyaknya
masyarakat yang belum mengetahui teknologi elektronik yang berkembang.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan, Hambatan dan Upaya dalam
Pelaporan Pajak Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Menggunakan E-SPT dalam Upaya
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pratama Cikarang Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

Administrasi
Menurut (Maksudi, 2017) mengatakan bahwa administrasi adalah :

“Administrasi merupakan proses kegiatan dengan bantuan berbagai sumber daya untuk mencapai suatu tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya sering didefinisikan dalam arti “sempit”. Oleh karena itu, akan dijelaskan
administrasi dalam arti “sempit” maupun “luas” sebagai berikut. Administrasi dalam arti sempit adalah sering
dimaknai  sebagai  kegiatan  “tulis-menulis”,  ‘“catat-mencatat”, “mengetik”, “surat-menyurat”,
“(correspondence)”,yaitu suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman informasi dan sampai kepada
pihak yang telah dituju.”

Administrasi Publik

Pengertian Administrasi Publik menurut (Revida, 2020) adalah: Administrasi Publik ialah seluruh
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaa, serta dukungan sumber daya manusia sebagai upaya
mekanisme kerja penyelenggaraan pemerintah.

Administrasi Pajak

Pengertian Administrasi Perpajakan menurut (Rahayu, 2017) mengatakan bahwa :
“Administrasi Perpajakan merupakan proses yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus dalam kegiatan
pemungutan pajak dengan melibatkan kerjasama sumber daya manusia yang tersedia baik fisik maupun wajib”.

Pengertian Pajak

Menurut P.J.A Andriani (Harjo, 2019) mengatakan bahwa
“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan umum undang-undang yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan
dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan
pemerintahan”.

Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab, 2015), berpendapat bahwa:
Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan
fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah
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disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-
kejadian.

Variabel yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi
George Edward Il (Mulyadi, 2015), mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :
1) Komunikasi (Communication)
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus
dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (Target Group),
sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Tujuan dan Sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui
sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
a.  Transmisi
penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
b. Kejelasan
komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (Street Level — Bureaucrats) haruslah jelas
dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
c. Konsistensi
perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk
diterapkan dan dijalankan.
2) Sumber Daya
Isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan
sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat
berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya
adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tetapi sumber daya dan kebijakan hanya
menjadi dokumen saja.
3) Disposisi (Disposition)
Disposisi adalah watak atau katakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan
sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan
kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuatan kebijakan. Ketika implementor memiliki
sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi
tidak efektif.
4) Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structre)
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan.

Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2013), Surat Pemberitahuan (SPT)
“ adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, obyek
pajak atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan”.

Pengertian Kepatuhan Perpajakan
Menurut (Rahayu, 2020), mengemukakan bahwa: "Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan wajib
pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Metode Deskriptif, Yaitu data yang
terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka dan berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala,
peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan teori Implementasi
Kebijakan menurut George Edward I11 (Dalam Mulyadi:2015). Teori ini terdapat 4 Indikator yaitu:

a. Komunikasi. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau
publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksakan kebijakan, sikap tanggap dari pihak yang terlibat dan
bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi terdiri dari beberapa entitas yaitu :
Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.

b. Sumber Daya. Berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini
berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif yang
diteliti. Sumber Daya terdiri dari beberapa entitas yaitu : Staff, Informasi, Wewenang, dan Fasilitas.
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c. Disposisi. Berkenaan dengan ketersediaan para implementor untuk carry out kebijakan tersebut. Kecakapan
saja tidak mencukupi, tanpa ketersediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi terdiri
dari beberapa entitas yaitu : Efek Disposisi dan Birokrasi.

d. Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi adalah Karakteristik, norma,-norma, pola-pola hubungan yang terjadi
berulang-ulang yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki
dalam menjalankan kebijakan.Struktur Birokrasi terdiri dari beberapa entitas yaitu : Membuat Standar SOP,
dan Melaksanakan Fragmentasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui Wawancara, dimana peneliti menggunakan
pedoman wawancara yang ditanyakan langsung ke para informan, lalu melalui Observasi dimana peneliti
mengamati dan mengumpulkan data, serta melalui Dokumentasi dimana peneliti memperoleh dokumen atau
data tertulis dari KPP Cikarang Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Kebijakan Pelaporan Pajak Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan
Dengan Menggunakan E-SPT Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Cikarang
Selatan.

Dalam teori penelitian ini dibuat berdasarkan teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward
111 (dalam Mulyadi:2015) yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Cikarang Selatan berupa penyaluran informasi
melalui sosialisasi kepada wajib pajak, serta pemasangan flyer di depan KPP Pratama Cikarang Selatan. Dimana
sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai adanya Kebijakan
Pelaporan Pajak

Tahunan Wajib Pajak dengan menggunakan E-SPT. Adapun tujuan dibuatnya Pelaporan Pajak
Tahunan Dengan Menggunakan E-SPT ialah untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak tahunan
dengan sasaran dibuatnya kebijakan ini adalah untuk dapat melaporkan pajak tahunan dengan E-SPT
menggunakan pemrosesan secara digital yang kita ketahui bersama dapat memudahkan cepat dan dapat
dilakukan kapan saja dan dimana saja, dan penggunaan E-SPT ini memudahkan wajib pajak karena
penyampaian SPT tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak hanya perlu melakukan upload CSV ke laman
DJP Online. Penyaluran informasi mengenai Pelaporan Pajak Tahunan dengan menggunakan E-SPT dapat
dikatakan sudah cukup baik. Namun, masih terdapat hambatan dalam proses komunikasi yaitu: berupa kurang
dilakukannya sosialisasi secara maksimal baik secara langsung dan juga melalui media sosial karena masih
banyaknya wajib pajak yang bingung akan pemahaman pelaporan pajak tahunan dengan menggunakan E-SPT,
serta banyaknya wajib pajak yang tidak mengerti teknologi dan servernya down serta adanya beberapa fitur
yang harus diisi.

b. Sumber Daya

Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Pelaporan Pajak Tahunanan Wajib Pajak Orang Pribadi
Karyawan Dengan Menggunakan E-SPT Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama
Cikarang Selatan terdiri dari sumber daya manusia, dan fasilitas yang disediakan pihak KPP Pratama Cikarang
Selatan. Dari penelitian yang dilakukan maka mendapatkan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia yang
tersedia sudah cukup memadai dan kuantitasnya sudah cukup memadai dan fasilitas yang disediakan oleh pihak
KPP Pratama Cikarang Selatan juga sudah bagus yaitu menyediakan tempat khusus yang digunakan untuk
melayani wajib pajak dalam pelaporan pajak tahunannya. Namun, fasilitas tersebut masih perlu ditingkatkan
lagi terutama untuk ruang tunggu wajib pajak yang masih kurang luas dan fasilitas free wifi dan fasilitas
komputer untuk pelaporan pajak mandiri seharusnya ada, serta sistem yang masih sering mengalami kendala.

c. Disposisi

Dengan adanya kebijakan pelaporan pajak tahunan wajib pajak orang pribadi karyawan dengan
menggunakan E-SPT ini sangat meningkatkan kejujuran para pihak KPP Pratama Cikarang Selatan karena
penggunaan E-SPT tentunya dilakukan menggunakan sistem yang tidak sembarangan diutak-atik dan sistemnya
juga lebih transparan sehingga ini jelas menunjukan komitmen, menjunjung tinggi kejujuran dan demokrasi.
Selanjutnya perlu dilakukan pembinaan dan pengarahan secara rutin untuk terus meningkatkan komitmen dari
para pegawai KPP Pratama Cikarang Selatan dalam menjalankan kebijakan pelaporan pajak tahunan dengan
menggunakan E-SPT, dan juga para pegawai perlu menerapkan sikap demokratis yang baik seperti ramah,
sopan, dan tidak pilih-pilih dalam memberikan layanan agar terciptanya kesan yang baik dari wajib pajak.

Hambatan yang dihadapi wajib pajak orang pribadi karyawan tidak bisa mencetak formulir E-SPT dan
kegagapan wajib pajak dalam penggunaan teknologi serta ketidaktahuan proses dan prosedur dalam penggunan
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E-SPT, dan masih terjadinya error dalam program aplikasinya sehingga masih harus di update, dan pengetahuan
perpajakan yang minim, kurangnya pemerataan informasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.

Upaya dalam mengatasi hambatan yang dilakukan KPP Pratama Cikarang Selatan yaitu Melakukan
komunikasi secara massif kepada wajib pajak orang pribadi karyawan dan berupaya membantu wajib pajak
yang mengalami kendala seperti gaptek atau melek IT dengan cara melakukan edukasi dan pembinaan kepada
wajib pajak dan meningkatkan kegiatan sosialisasi yang baik dan menyeluruh serta tepat sasaran melalui media
massa media online maupun social media atau memalui poster yang dipajang didepan KPP sehingga wajib pajak
bisa membaca dan mengetahuinya, menyediakan call center yang responsive sehingga kendala kendala yang
dihadapi wajib pajak bisa segera ditindaklanjuti.

Upaya dalam mengatasi hambatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi karyawan harus mencari
informasi baik itu melalui sosial media, bertanya langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau menghubungi call
center untuk mennayakan perhial E-SPT atau tentang kendala yang dihadapi, bertanya kepada pihak yang
memahami dan mengerti tentang pengisian E-SPT serta lebih memahami kebijakan-kebijakan yang baru untuk
mempermudah dalam mengisi SPT, mencari informasi untuk lebih banyak belajar lagi seputar dunia perpajakan
yang ada saat ini, dalam pelaporannya segera mungkin ketika bukti potong sudah diberikan pihak pemotong
kepada wajib pajak serta edukasi mengenai pelaporannya agar tidak bingung pada saat melapor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan interprestasi yang telah dilakukan pada bab-bab
sebelumnya, serta dengan mengacu pada teori dan hasil penelitian sebelumnya. Maka peneliti dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pelaporan Pajak Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Dengan
Menggunakan E-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan Pada Tahun 2019 — 2020 belum
berjalan dengan baik dibuktikan dengan masih rendahnya rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan
SPT nya yakni tahun 2019 sebesar 61% dan pada tahun 2020 sebesar 88%, selain itu, salah satu indikator
dalam dimensi implementasi tidak terpenuhi yakni banyaknya wajib pajak yang belum memahami kewajiban
perpajaknnya.

2. Hambatan yang dialami terkait implementasi Kebijakan Pelaporan Pajak Tahunan Wajib Pajak Orang
Pribadi Karyawan Dengan Menggunakan E-SPT Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan kurangnya pemertaan informasi dan sosialisasi kepada
wajib pajak terutama yang gagap terhadap penggunaan teknologi, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak
mengenai penggunaan E-SPT, koneksi internet yang tidak stabil aau server down serta jumlah sumber daya
yang minim.

3. Upaya yang dialami terkait implementasi Kebijakan Pelaporan Pajak Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Karyawan Dengan Menggunakan E-SPT Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan, melakukan sosialisai yang massif melalui media sosil resmi,
melalui poster yang dipajang depan Kantor Pelayanan Pajak sehingga wajib pajak dapat membaca dan
mengetahuinya, menyediakan call center yang responsive, pemberian sosialisasi dan edukasi harus
ditingkatkan dan diusahakan secara merata agar semua wajib pajak tidak ketinggalan informasi-informasi
terkait peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru.
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